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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan tidak terlepas dari adanya
partisipasi aktif anggota masyarakat baik sebagai kesatuan masyarakat
hukum maupun sebagai individu, oleh sebab itu tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan tidak saja di tangan
Kepala Desa/ Lurah, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat
desa /aparat kelurahan tetapi juga di tangan masyarakat desa/kelurahan
yang bersangkutan.

Untuk mengoptimalkan potensi partisipasi masyarakat desa/kelurahan perlu
dibentuk wadah bagi berhimpunnya masyarakat dalam wadah lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa./Lurah dan dalam upaya
membantu  mendorong  kemitraan  Pemerintah  Desa/Lurah  dalam
memberdayakan masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan, dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,
maka perlu diatur Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4567);



Menetapkan

6.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat
Kecamatan.

5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan
masyarakat.
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6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah
kerja kecamatan.
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20.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
perencanaan pembangunan.

Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih
baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah
Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di
wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk
selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra
kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator,
perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan
untuk terlaksananya program PKK.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan
PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah
yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur,
sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum
dan lingkungan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan
generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung
jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah
desa/kelurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang
berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

pembina adalah pembinaan pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian,
pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring,
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi
Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 3

(1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah :

a.

b.

sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang
berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;

sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang
dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;

sebagai upaya dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
yang bertumpu pada masyarakat.

(2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

a.
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Peningkatan pelayanan masyarakat;

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Pengembangan kemitraan;

Pemberdayaan masyarakat, dan ;

Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai
tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat
Desa.

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.
b.

menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan
pembangunan secara partisipatif;

menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
dan

menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat.

(3) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

a.

b.
C.
d.

memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di
masyarakat;

menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa,;
memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa.

(4) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan,
sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(5) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban :

a.

memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di
masyarakat;

menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan;
memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Kelurahan

Pasal 5

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :

a.
b.

penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat,
pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong
royong masyarakat;

penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian
lingkungan hidup;

pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang
(narkoba) bagi remaja;

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan

pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan
masyarakat.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai fungsi :

a.
b.

penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;.
penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat,
pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif;

penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong
royong masyarakat;

penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian
lingkungan hidup;

pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang
(narkoba) bagi remaja;

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan

pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan
masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) / Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui :

a. peningkatan pelayanan masyarakat;
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peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

pengembangan kemitraan;

pemberdayaan masyarakat; dan

pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1)



